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BUPATI SERUYAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 44 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN 

Menimbang 

Mengingat 

Arr 

NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN 

TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUYAN, 

: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, perlu 

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan 
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2018-2023: 

Ti. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700): 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817):
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042): 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157):
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781), 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34), 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 81): 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1), 
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Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Nomor 69): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Nomor 85): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 75): 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Nomor 76): 

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 23): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 23 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN 
TAHUN 2018-2023. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 
23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 
2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 
Nomor 23), diubah sebagai berikut: 

l, Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 
menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tahun 2022 dan 
Tahun 2023. 

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 
2018-2023 ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra 
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

(3) Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan 
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari: 
a. Dinas Pendidikan: 

Dinas Kesehatan: 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan: 

Satuan Polisi Pamong Praja, 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
Dinas Sosial: 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Dinas Perhubungan, 
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian: 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, 
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p Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan 
Kebudayaan: 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 
Dinas Perikanan, 
Sekretariat Daerah: 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan: 

y. Badan Keuangan dan Aset Daerah, 
z. Badan Pendapatan Daerah: 
aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, 

bb. Inspektorat Daerah: 
cc. Kecamatan Seruyan Hilir, 
dd. Kecamatan Seruyan Hilir Timur: 
ce. Kecamatan Danau Sembuluh: 

ff. Kecamatan Seruyan Raya, 
gg. Kecamatan Danau Seluluk, 
hh. Kecamatan Hanau, 

A ii. Kecamatan Batu Ampar: 

ji: Kecamatan Seruyan Tengah: 
kk. Kecamatan Seruyan Hulu, 

1. Kecamatan Suling Tambun: 
mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
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3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan 
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 
perencanaan strategis Perangkat Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan 
hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 
strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Kang PE



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 6 (esember 2021 

BUPATI SERUYAN, 

# 

YULHAIDIR 

Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 6 hesemher 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUY. 

    

  

AINUDDIN NOOR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 49 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan 

Perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sesuai tugas 

dan fungi Perangkat Daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan 

Wakil Bupati Seruyan supaya lebih terukur dan akuntabel dengan 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023. 

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2018-2023 ini disusun sebagai acuan kebijakan 

pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan 

oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen Perubahan 

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 yang termuat dalam 

dokumen Perubahan Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat 

dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat 

diimplementasikan serta terlaksana dengan baik. 

Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 menjadi Pedoman Perangkat 

Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tahun 

2022 dan Tahun 2023. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran 

pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan 

baik. 
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